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PENETAPAN
Nomor [JjPdt.P/2017/PAWKB

~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan

oleh:

B . ur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di | EEEEEE
I P rovinsi

Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

B . 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
lbu rumah tangga, bertempat tinggal di | GczczNGE
.

I ~rovinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon 1.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi dipersidangan.
TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan permohonan
pada tanggal 25 September 2017 yang terdaftar dalam register perkara
permohonan Pengadilan Agama Waikabubak | NEEEl/Pdt.P/2017/ PA.
WKB tanggal 25 September 2017 pada pokoknya mengemukakan

sebagai berikut :
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v. Bahwa pada tanggal 07 September 2009, Pemohon | dan

Pemohon Il melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di i

I ~rovinsi Nusa Tenggara Timur.
v Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | berstatus perjaka dalam

usia 23 tahun dan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 18 tahun.
v' Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah pernikahan
pertama.

v Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilangsungkan
dengan wali hakim yang bernama Muhammad Abdurahman Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan [JJJllan imam Masjid setempat
karena ayah Pemohon Il non muslim dan dihadiri saksi nikah bernama
I (oon mas kawin uang sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai.

v Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian
nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

v Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak, yaitu:

= [ - -2k, 7 tahun;
b. | -rempuan, 4 tahun;
c . << puan, 1 tahun 4 bulan.

v Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas
pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon I
tetap beragama Islam.

v Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki buku kutipan
akta nikah karena pada saat menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak
mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat
dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk mengurus Akta Nikah.
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v" Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak
Pemohon | dan Pemohon I, serta keperluan lainnya yang terkait.

v Bahwa pada kenyataannya Pemohon | dan Pemohon Il adalah
pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam
mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Tidak
Mampu/Miskin atas nama Pedu bin Ahmad Nomor
460/208/KR/SBD/VIII — 2017, tanggal 25 Agustus 2017 vyang
dikeluarkan oleh Kepala Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten
Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon | dan Pemohon Il
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang
berbunyi sebagai berikut :

PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan
Pemohon II.
2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I,

I ccngan Pemohon I, [N yang
dilaksanakan pada tanggal 07 September 2009 di | EGcG

. Provinsi Nusa

Tenggara Timur.
3. Membebaskan Pemohon | dan Pemohon Il dari
biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon | dan Pemohon II

mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan
Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan
dalam persidangan, Pengadilan telah mengumumkannya kepada
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masyarakat melalui papan pengumunan Pengadilan Agama Waikabubak
pada tanggal 27 September 2017 dan bahwa sampai pada hari sidang
dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan

terhadap pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir di persidangan.
Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon |
dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat berupa :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon |
Nomor 5318080209860001 tertanggal 25 Maret 2013, telah
dilegalisasi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi
tanda (P1).
- Asli Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama
Pemohon Il Nomor 475/232/KR/SBD/IX/2017 tetanggal 19
September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [JJjjj telah
dilegalisasi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda
(P2).
Bahwa disamping alat bukti tulis tersebut, Pemohon juga
menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :
Saksi kesatu : || GGG . 47 tahun, agama
Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal [ | GzNzG
|
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
v Bahwa saksi mengenal Pemohon | karena Pemohon |
adalah adik ipar saksi.
v Bahwa saksi mengenal Pemohon Il karena pemohon Il
adalah tetangga saksi.
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v Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon | dan Pemohon I
adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07
september 2009 di ] saksi mengetahuinya karena saksi hadir
saat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II.

v Bahwa Pemohon | dan Pemohon II dinikahkan oleh wali
nikah adalah wali Hakim yang bernama [ GcGcCcNGNGGEEE
seorang imam masjid setempat dan juga sebagai Pegawai
Pencatat Nikah Kecamatan Kodi karena ayah kandung Pemohon I
non muslim, dengan disaksikan oleh saksi sendiri bersama |l
I

v Bahwa mahar pernikahan Pemohon | dan Pemohon i
adalah berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan
dibayar tunai.

v Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | berstatus jejaka
dan Pemohon Il berstatus perawan.

v Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah

pernikahan pertama.

v Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II.
v Bahwa Pemohon Il telah memeluk agama Islam sebelum

menikah menikah dengan Pemohon I.

v Bahwa pada waktu Pemohon | dan Pemohon Il menikah
tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.

v Bahwa pemohon | dengan Pemohon Il hingga saat ini tetap
beragama Islam.

v Bahwa setelah Pemohon | dan Pemohon 1l menikah
tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah
bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak.

v Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang
dilaksanakan pada tanggal 7 September 2009 tersebut belum
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat,
disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan
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pernikahan tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku

kutipan akta nikah.

v Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai

dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi

ekonomi.

v Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan pengesahan

nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon | dan

Pemohon Il serta keperluan lainnya yang terkait.

Saksi kedua : | GGG . 55 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [ N[N
.
Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah menerangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

v Bahwa saksi mengenal Pemohon | karena Pemohon |

adalah adik kandung saksi.

v Bahwa saksi mengenal Pemohon Il karena pemohon Il

adalah adik ipar saksi.

v Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon | dan Pemohon I

adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07

september 2009 di [Jli] saksi mengetahuinya karena saksi hadir

saat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II.

v Bahwa Pemohon | dan Pemohon II dinikahkan oleh wali

nikah adalah wali Hakim yang bernama || GcGcNGGEGE

B B scicmpat dan juga sebagai Pegawai Pencatat Nikah

Kecamatan Kodi karena ayah kandung Pemohon Il non muslim,

dengan disaksikan oleh [ EGTcNGNGNEEE

v Bahwa mahar pernikahan Pemohon | dan Pemohon I

adalah berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan

dibayar tunai.

v Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | berstatus jejaka

dan Pemohon Il berstatus perawan.
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v Bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam sebelum
perkawinan berlangsung.
v Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah

pernikahan pertama.

v Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II.
v Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tetap beragama

Islam hingga saat ini.

v Bahwa pada waktu Pemohon | dan Pemohon Il menikah

tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.

v Bahwa setelah Pemohon | dan Pemohon Il menikah

tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah

dikaruniai tiga orang anak.

v Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang

dilaksanakan pada tanggal 7 September 2009 tersebut belum

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat,

disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan

pernikahan tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku

kutipan akta nikah.

v Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai

dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi

ekonomi.

v Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan pengesahan

nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon | dan

Pemohon Il serta keperluan lainnya yang terkait.

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon | dengan
Pemohon Il membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tidak
akan mengajukan bukti lagi serta memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara
persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penetapan ini.
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TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam
dan baik Pemohon | dan Pemohon Il bertempat tinggal di Desa Kori
Kabupaten Sumba Barat Daya oleh karena itu, berdasarkan ketentuan
Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal
1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1)
dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan perubahan yang
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim
berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cg. Pengadilan Agama
Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta

menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan
permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya

bahwa, Pemohon | telah menikah dengan Pemohon Il pada tanggal 07

september 2009 o |
I ciengan wali nikah

imam masjid setempat dan juga sebagai Pegawai Pencatat Nikah KUA

Kecamatan Kodi bernama || |G <2cra ayah

kandung Pemohon Il non muslim dengan dihadiri saksi nikah [
I (c0an mahar uang sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai. Pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi ketentuan syari'at dan peraturan perundang-
undangan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut dan
telah dikaruniai tiga orang anak. Pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena
mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftar pernikahan tersebut oleh

karena itu Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
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Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran

anak-anak mereka serta keperluan lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan
perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal
283 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon | dan
Pemohon 1l dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon
| dan Pemohon Il merupakan acta ambtelik yang telah memenuhi
ketentuan Pasal 1868 BW jis. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima surat P.1 dan P.2 tersebut

sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut
telah terbukti bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah penduduk
wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa Pengadilan Agama Waikabubak berwenang memeriksa dan
mengadili permohoan a quo.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, untuk
meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon | dan Pemohon Il telah
mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan
masing-masing bernama |
B /29 secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan
secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling
bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon | dan Pemohon Il yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah
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pada tanggal 07 September 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kodi telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon | dan Pemohon Il yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah
dinikahkan oleh imam masjid setempat dan sekaligus sebagai Pegawai

Pencatat Nikah KUA Kecamatan [l bernama [

karena bapak kandung Pemohon Il non muslim dengan dihadiri saksi
nikah yang bernama | G o<ngan mahar
uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai telah
didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon | dan Pemohon Il bahwa tidak
ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan sehingga tidak
ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut, telah
didukung keterangan para saksi.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l adalah
pernikahan yang pertama dan telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon | dan Pemohon Il yang pada
pokoknya menyatakan bahwa hingga saat ini telah dikaruniai tiga orang
anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah didukung oleh
keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon | dan Pemohon Il yang pada
pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku kutipan akta
nikah, karena pada saat menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak
memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan
Agama Kecamatan [ telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon | dan Pemohon Il pada
pokoknya mendalilkan bahwa pada waktu mereka menikah tidak terdaftar
di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka karena
tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Pemohon | dan
Pemohon Il dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para
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pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa
ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 07

september 2009 di [ N
I - ovinsi Nusa Tenggara Timur.

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dinikahkan oleh wali nikah
imam masjid setempat dan juga sebagai Pegawai Pencatat Nikah KUA

Kecamatan [l yang bernama [N K:rcna

bapak kandung Pemohon Il non muslim dengan disaksikan oleh ||l

I (<020 mahar uang sebesar Rp.10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah pernikahan

pertama.

- Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon | dengan

Pemohon II.

- Bahwa Pemohon telah memeluk agama Islam sebelum pernikahan

berlangsung dan hingga saat ini.

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon |

dengan Pemohon Il serta tidak pernah bercerai hingga saat ini.

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup rukun sebagai

suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak.

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pada waktu itu,

keduanya tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya.

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il mengajukan permohonan

pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak

Pemohon | dan Pemohon Il serta keperluan keperdataan lainnya yang

terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap

dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil
yang dikemukakan oleh Pemohon | dan Pemohon Il telah dikuatkan oleh
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bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah
terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam
serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan Pemohon
| dan Pemohon |l sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2009 telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun pernikahan
tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il tersebut disebabkan tidak memiliki biaya
untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat
Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat
tentang pentingnya pencatatan pernikahan ditambah dengan kondisi
ekonomi masyarakat tergolong orang yang tidak mampu menyebabkan
pula banyaknya terjadi pernikahan yang belum tercatat pada Kantor
Urusan Agama, termasuk pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang
belum tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat,
sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis
Hakim menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon | dan
Pemohon |l disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang
pencatatan pernikahan serta ketidakmampuan Pemohon | dan Pemohon
Il untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan
Agama pada saat itu.
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Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa
tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak
disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah
serta ketidakmampuan para pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian
pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang
Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara incassu
Pemohon | dan Pemohon Il beserta keturunannya berhak untuk
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan
pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il untuk
pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut
hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di
persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil
permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah
sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu
mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut

Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :
aizue S5 bl Wle L seeddl 99
Joae by (o 93 o alog g

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan
seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya
pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali

nikah dan dua orang saksi yang adil ";
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk
dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il yang berlangsung pada tanggal 07 September 2009 di [ G
I ©rovinsi Nusa

Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon |
dan Pemohon Il yang berlangsung pada tanggal 07 September 2009,
maka segala akibat hukum antara Pemohon | dengan Pemohon Il sebagai
suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus
diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor
lPdt.P/2017/PAWKB. dan memberi izin kepada Pemohon | dan
Pemohon Il untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka
Pemohon | dan Pemohon Il dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, | GTGcGNG
dengan Pemohon I, | yang dilaksanakan pada
tanggal 19 Januari 2007 di [ G
I - o'insi Nusa Tenggara Timur.

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa
tanggal 17 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram
1439 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Waikabubak oleh SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.S.l., sebagai Ketua
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Majelis serta FAISAL, S.Ag., M.H., dan SOLATIAH, S.H.l., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri

MUHAMAD NAWIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon | dan Pemohon II.
Ketua Majelis

Hakim Anggota

FAISAL, S.Ag., M.H. SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.S.I.

Hakim Anggota

SOLATIAH, S.H.l.

Panitera pengganti,

MUHAMAD NAWIR, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Panggilan :Rp. O,-

- Biaya Proses: Rp. 0,-

- Meterai :Rp. O,-
Jumlah : Rp. 0 (nol rupiah)
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